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PUTUSAN
Nomor 0019/Pdt.G/2022/PA.Gs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara “Cerai Gugat” antara:
Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ilbu
rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Manyar, Kabupaten

Gresik sekarang berdomisili di JI. KH Syafii Gg.2, Dahankidul, RT.02
RW.03 Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik

(rumah kakak kandung Penggugat bernama ibu Leli); , selanjutnya
disebut sebagai "Penggugat"
MELAWAN
Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan
swasta, tempat tinggal di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik; ,
selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi
dimuka persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Januari

2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor

0019/Pdt.G/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pemikahan dengan Tergugat pada
tanggal 22 Februari 2019 bertepatan pada tanggal 15 Jumadil Ula 1440 H, di
hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil,
Kabupaten Pasuruan, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor:
0068/036/11/2019 tanggal 22 Februari 2019;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan
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Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal
terakhir di rumah bersama dengan alamat Perum Palm Leran Blok B No.39,
RT.012 RW.03, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, selama
2 tahun setengah;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2
orang anak, anak pertama bernama Muhammad Daffa Alfarichi lahir di
Gresik 7 Maret 2020 (umur 1 tahun 9 bulan) dan anak kedua bernama
Muhammad Daffi Alfarichi lahir di Gresik 7 Maret 2020 (umur 1 tahun 9
bulan), yang saat anak pertama berada dalam asuhan Tergugat dan anak
kedua berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
harmonis, namun sejak bulan April 2019 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan karena:

a. Tergugat telah diketahui berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL),
wanita tersebut mendatangi Tergugat di rumah bersama;

b. Tergugat sudah tidak memberika melakukan kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) pada Penggugat dan anak, Penggugat ditampar dan
dipukul dikepala;

c. Orang tua dari Tergugat selalu mencampuri masalah rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal
23 November 2021, yang akibatnya Penggugat diantar pulang kerumah
kakak kandung Penggugat bernama ibu Leli dengan alamat Jl. KH Syafii
Gg.2, Dahankidul, RT.02 RW.03 Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas,
Kabupaten Gresik, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

7. Bahwa selama berpisah tersebut, dan Tergugat pemah berkunjung kerumah
oranng tua Penggugat untuk menjenguk anak;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan

jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik
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dengan melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun
usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat menghendaki hak asuh anak yang bemama : Muhammad
Daffa Alfarichi lahir di Gresik 7 Maret 2020 (umur 1 tahun 9 bulan) dan
Muhammad Daffi Alfarichi lahir di Gresik 7 Maret 2020 (umur 1 tahun 9
bulan) diberikan pada Penggugat, karena anak tersebut masih dibawah
umur dan masih masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat/lbunya;

10. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah kepada
anaknya sebagaimana angka 9 diatas sebesar Rp. 4.000.000,00.- (empat
juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;

11. Bahwa selain nafkah anak tersebut diatas Penggugat juga menghendaki
agar Tergugat memberikan kepada Penggugat nafkah sebagai berikut:

a. Nafkah Mut'ah : Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus rupiah);
b. Nafkah iddah : Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
c. Nafkah Madliyah : Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah);

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan
tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan
lebih baik bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini
berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Lailatus Shofi Isnani binti Moch. Supriyanto);

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : Muhammad Daffa Alfarichi lahir
di Gresik 7 Maret 2020 (umur 1 tahun 9 bulan) dan Muhammad Daffi Alfarichi
lahir di Gresik 7 Maret 2020 (umur 1 tahun 9 bulan) diberikan pada
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Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak bernama :
Muhammad Daffa Alfarichi dan Muhammad Daffi Alfarichi, sebesar Rp.
4.000.000,00.- (empat juta rupiah) setiap bulan, sampai anak dewasa;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat berupa:
a. Nafkah Mut'ah : Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus rupiah);

b. Nafkah iddah : Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
a. Nafkah Madliyah : Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah);

6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim
telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan
Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan
dari Hj. MILACHAH, S.Ag, Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 14
Januari 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan
jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah menerima salinan gugatan Penggugat tersebut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud dari gugatan Penggugat;

- Bahwa Tergugat sudah siap mengajukan jawaban secara lisan;

- Bahwa Dalil Penggugat dalam surat gugatannya nomor 1, 2, 3 dan 4 adalah
benar;

- Bahwa Dalil Penggugat nomor 5 adalah tidak benar,
- tidak benar Tergugat berselingkuh, itu terjadi sebelum menikah dengan
Penggugat;
- tidak benar saksi melakukan KDRT pada Penggugat, justru Tergugat yang
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ditampar oleh Penggugat;
-Tidak benar orangtua sering ikut campur;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

- Bahwa Tergugat pernah mendatangi Penggugat, namun Penggugat selalu
menghindar;

- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah sebagai Karyawan swasta;

- Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada Penggugat berupa :
nafkah iddah sebesar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mutah
berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
nafkah madhiyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan nafkah anak
sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan
replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah siap mengajukan replik pada hari ini secara lisan;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, dan Penggugat menerima
kesanggupan Tergugat tersebut;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan
duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan
telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3514146705940003, a.n. Lailatus
Shofi Isnani Amd., Gz., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik,
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0068/036/11/2019, tanggal 22 Februari
2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bangil Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Maijelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525100503200008, tanggal 23 Desember
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2020, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda (P.3);

B. SAKSI:

1. Sugeng Hariyanto, SE bin Sunoto, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan
karyawan swasta, alamat di JI. KH. Syafi'i Gg. 02 No. 18 Dusun Dahanrejo
Kidul RT. 002 RW. 003 Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten
Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah
kakak ipar Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan
menggugat cerai Tergugat;

- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami
isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Daffa Alfarichi
dan Muhammad Daffi Alfarichi, yang saat anak pertama berada dalam
asuhan Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwamai
perselisihan dan pertengkaran, disebabkan adanya pihak ketiga, Tergugat
diketahui berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat,
kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi
nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2 . Nur Laily Wakhidah binti Moch. Supriyanto, umur 33 tahun, agama Islam,
pekerjaan karyawan swasta, alamat di JI. KH. Syafi'i Gg. 02 No. 18 Dusun
Dahanrejo Kidul RT. 002 RW. 003 Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas,

Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai
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berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah
kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan
menggugat cerai Tergugat;

- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami
isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Daffa Alfarichi
dan Muhammad Daffi Alfarichi, yang saat anak pertama berada dalam
asuhan Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwamai
perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat diketahui
berselingkuh dengan wanita lain dan kurangnya komunikasi kedua belah
pihak;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat,
kemudian mereka berpisah tempattinggal selama 1 bulan;

- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi
nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat di persidangan

telah mengajukan bukti berupa:

SAKSI:

1 . Fachrur rozi bin Chusmanan, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan

wirausaha, alamat di RT. 002 RW. 001 Desa Leran, Kecamatan Manyar,
Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah

adik kandung Tergugat;
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- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan
menggugat cerai Tergugat;

- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami
isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Daffa Alfarichi
dan Muhammad Daffi Alfarichi, yang saat anak pertama berada dalam
asuhan Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwamai
perselisihnan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat sulit diatur;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat,
kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi
nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2 . Chusmanan Yasin bin H. Yasin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan
pekerjaan lainnya, alamat di RT. 002 RW. 001 Desa Leran, Kecamatan
Manyar, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah
ayah kandung Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan
menggugat cerai Tergugat;

- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami
isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Daffa Alfarichi
dan Muhammad Daffi Alfarichi, yang saat anak pertama berada dalam
asuhan Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwamai
perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat,
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kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi
nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan
dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk
merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap pada
jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk
berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan ftujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang
dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara
a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 22 Februari 2019, sebagaimana kutipan akta nikah
Nomor 0068/036/11/2019 tanggal 22 Februari 2019, dan perkawinan tersebut
hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai
legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua

belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak
untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016,
namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. MILACHAH, S.Ag, Mediator
Pengadilan Agama Gresik tertanggal 14 Januari 2022, yang menyatakan
mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat telah diketahui berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL),
wanita tersebut mendatangi Tergugat di rumah bersama;

b. Tergugat sudah tidak memberika melakukan kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) pada Penggugat dan anak, Penggugat ditampar dan dipukul
dikepala;

c. Orang tua dari Tergugat selalu mencampuri masalah rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah
memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah
terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan
tetapi menurut Tergugat penyebab pertengkaran yang sebenamya tidak seperti
yang didalihkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dengan tegas telah terjadinya
perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat sehingga dengan
demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut
cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugatdengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat
dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163
HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk
membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan
pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan
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Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan
dalam perkara ini adalah apakah perselishan dan pertengkaran yang terjadi
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah,
sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun
kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, s/d P.3, serta 2 (dua) orang saksi
masing-masing bemama: Sugeng Hariyanto, SE bin Sunoto dan Nur Laily
Wakhidah binti Moch. Supriyanto;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan
bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000
tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan
aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai
pembuktian yang sempurna dan mengikat sesua Pasal 165 HIR. Jo. Pasal
1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang
sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan
fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta
otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempuma dan mengikat sesuai
Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat
diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah diketahui berselingkuh
dengan wanita idaman lain (WIL), bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan sejak itu diantara mereka tidak
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pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya
suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat
didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan
keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya,
saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka
berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan
materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti
yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat
telah mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama: Fachrur rozi bin
Chusmanan dan Chusmanan Yasin bin H. Yasin;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah
tempat tinggal selama 1 bulan, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah
kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri,
pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat
didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan
keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya,
saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka
berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan
materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti
yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat
dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya

fakta sebagai berikut:
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— Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
sah, (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bemama Muhammad Daffa
Alfarichi dan Muhammad Daffi Alfarichi, yang saat anak pertama berada
dalam asuhan Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;

— Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi,
diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang disebabkan Tergugat telah diketahui berselingkuh dengan
wanita idaman lain (WIL);

— Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah
tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang
berlangsung selama kurang lebih 1 bulan;

— Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak
pernah saling mengunjungi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;

— Bahwa  Penggugat didalam  persidangan menunjukkan sikap
sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan
Tergugat;

— Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan
Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar
dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa
untuk  melakukan suatu perceraian harus ada cukup
alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu
adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi
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untuk kembali rukun;
Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa wunsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya

perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat yaitu:

a. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

2. Perselishan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah
tidak ada harapan untuk kembali rukun;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat
dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur
terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan
Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus yang disebabkan Tergugat telah
diketahui berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL),
dengan demikian unsur pertama tersebut telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan
Tergugattelah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 bulan,
meskipun selama pisah tersebut terkadang Penggugat dan
Tergugat masih menemui anaknya, namun demikian antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri dan

telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak

agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak
berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah
terpenuhi;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan  Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap
persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah

mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi
sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya
tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga

telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut  di
atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan
dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken
marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur

terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh

peraturan perundangan seperti tersebut di atas;
Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat
diterapkan pula yurisprudensi Mahakamah Agung
RI Nomor 379 KIAG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang
abstraksi hukumnya menyatakan apabila
suami istri  terjadi perselisihan dan terjadi pisah
tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan
gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya
sering terjadi  perselisihan dan  pertengkaran akan  sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih
saksing seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan
suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan
kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan

salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut

sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab
“Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq” yang
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis  Hakim
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dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam
memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah
dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat
lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri
sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan
perkawinan berari menghukum salah satu isteri atau suam dalam penjara yang
berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan  yang
bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap
dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan
mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat
melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena
itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih
baik bagi Penggugatdan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan
pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “Figh Sunnah” Juz I
halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang
berbunyi:

O\ E:J.!I “2ael gl Aagill R Al gl Lalaes 131
o e E s Led el g 3 p8all alad ame Bla L2 1LY

Al aal Leals Lagaw > DYl

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan
suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap
mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak
tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi
oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yang berkehendak untuk
bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan

Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi
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Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak
bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum
angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu
bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat menuntut agar hak
asuh anak yang bemama Muhammad Daffa Alfarichi, tanggal lahir 07 Maret
2020 (umur 1 tahun 9 bulan), dan Muhammad Daffi Alfarichi tanggal lahir 07
Maret 2020 (umur 1 tahun 9 bulan) diberikan kepada Penggugat, akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Hadhonah, Penggugat
membuktikan dengan alat bukti P.4 dan berdasarkan keterangan saksi yang
membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bemama
Muhammad Daffa Alfarichi, tanggal lahir 07 Maret 2020 (umur 1 tahun 9 bulan),
dan Muhammad Daffi Alfarichi tanggal lahir 07 Maret 2020 (umur 1 tahun 9
bulan) yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dalam keadaan baik & sehat

wal afiyat secara Fisik dan psikologi;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang
berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban
memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak
pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada
kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan
anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal
41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

= Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- Menurut Al Qur'an Surat Lugman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya
dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnan 'ala wahnin) dan

setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab,
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sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu

mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung,

melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "Dalam hal terjadi
perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya”, sedang huruf (b) menyatakan, ’jika anak sudah
mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya
sebagai pemegang hak pemeliharaannya”. Hal ini sejalan juga dengan
ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat
adalah muslimah yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan
dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai
Penggugat adalah ibu yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan
fakta bahwa setelah terjadinya perceraian anak tersebut lebih banyak diasuh
oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai sosok Bapak sama sekali tidak
pernah mengurusi kebutuhan hidup dari anak-anaknya tersebut, bahkan hanya
untuk sekedar mengunjungi / menjenguk tidak pernah, sehingga dalam hal
kebutuhan anak secara ekonomi hanya dipenuhi oleh Penggugat sebagai single
parent ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan
prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim
dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak
hadhanah atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad
Daffa Alfarichi, tanggal lahir 07 Maret 2020 (umur 1 tahun 9 bulan), dan
Muhammad Daffi Alfarichi tanggal lahir 07 Maret 2020 (umur 1 tahun 9 bulan)
ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya
petitum angka 3 gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada
pada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat
tentang nafkah Madhiyah sebasar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah
iddah sebasar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp.
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1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut
dewasa/mandiri, maka dalam perkara a quo Penggugat patut dihukum untuk
memberi nafkah Madhiyah sebasar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah
iddah sebasar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut
dewasa/mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 01 tahun 2017, maka kewajiban
akibat perceraian khususnya nafkah nafkah Iddah, Mut'ah, dan nafkah anak
sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar
talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak berdasarkan Pasal 41 huruf
(b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Bapak bertanggung jawab atas
semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ......
sedang menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, ”bilamana
perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya
hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi
dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin
bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim
berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10 %
sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat

(Penggugat);
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3. Menetapkan anak bemama Muhammad Daffa Alfarichi dan Muhammad Daffi

Alfarichi berada di bawah hadhanah Penggugat (Penggugat);

4. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk membayar kepada Penggugat

(Penggugat) secara tunai berupa :

4.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah);

4.4. Nafkah 2 orang anak bernama Muhammad Daffa Alfarichi dan
Muhammad Daffi Alfarichi, sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10% setiap
tahun, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi. bertepatan dengan
tanggal 20 Jumadilakhir 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag.,M.H. sebagai
Ketua Majelis, SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H. dan M.KAMARUDDIN AMRI,
S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SAFIA UMAR, S.H.

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H. Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag.,M.H.

M.KAMARUDDIN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti,
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SAFIA UMAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara:
Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya Proses Rp 75.000,00
Panggilan Rp 480.000,00
PNBP Panggilan Rp 20.000,00

Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
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